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PROVINSI SUMATERA SELATAN
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan al 160 Peraturan

Mengingat

Menteri Dalam Negeri Nomo Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuang acrah, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentangPerub&han Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belaaj erah Tahun Anggaran 2016
sebagai landasan Operagio Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2016
. bahwa berdasarkanN\Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 ahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pen dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 dlsebutk bahwa dana transfer yang telah jelas
perunt dapat dilaksanakan dengan menetapkan

Peru bah e Jabaran APBD.

bdrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

ruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan
Bu Ogan llir tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3988);




10.

11,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Xabupaten 0Ogan Xomering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4347};

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 t{eniang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43355j;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 {fentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomdor 66, Tambalian Lembarati Negara Nonior 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiofial.. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan, antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah “(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ientang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);




12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimatia telah diubsah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ~(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005»Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
detigati Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas-Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara\Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan ®Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuarigan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Noiior 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal  (Lermibaraii Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 {entang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lemibaran Negara Repiliblik Indoenésia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);




v

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desalwyang  Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja, Negara (Lembaran
Negara Republik Indomiesia  Tahun 2016 Notor 57,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 288];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pefubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor® 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomer 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daetal. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 54Q);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupafen Ogan Ilir Nomor 20 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan "llir Tahun 2007,
Nomor 20 Seri Ej;




Menetapkan

¥
*

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun

31.

32.

33.

2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Ogan lir {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengafi Peraturfan Daerah Kabupatéii Ogan Ilif Nomor 3
Tahun 2014 {entong Perubahen Ketige atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan
IIir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014,
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 4 Tshun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Nlir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D} sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan IHir Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan COrganisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Ogan llir {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir«Nomor 1 Tahun
2015 ientang Pembentunkan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangantdan Aset Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 1};

Peraturan Bupati Kabupaten Ogan ILir Nomor 56 Tahun
2015 tentang Penjabaran, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten,Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 56}

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI OGAN TLIR TENTANMG PERUBALIAN ATAS
PERATURAN,BUPATI OGAN ILIR NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG ' PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Iir Nomor 56 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor
56 Tahun 2015) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas
Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Kependudukan Keluarga Berencana
Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ({PPKD) diubah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

T



2. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal‘/ o | 2016
Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto

O M. ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2% P&‘(Ml 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR : l%

7’

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN CGANILIR,

O Salinan sesuai dengan Aslinya

ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pergibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007




